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 ABSTRAK 
 
Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan pada dasarnya 
manusia akan membutuhkan orang lain untuk saling tolong menolong. Salah satu 
bentuk dari tolong-menolong di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak 
akan lepas dengan berbagai macam transaksi (akad), untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari yaitu dengan cara bermuamalah yang harus sesuai dengan ketentuan-
tentuan hukum syara‟. Suatu kegiatan muamalah akadnya sah apabila memenuhi 
rukun dan syarat dalam berakad, dimana dalam pihak penyewa butuh terhadap 
pemilikan manfaat atas jasa sedangkan pihak yang menyewakan membutuhkan 
harga atau pembayaran atas pemberian manfaat suatu jasa, bukan barangnya tetapi 
manfaatnya. 
Permasalahan dalam skripsi ini, pertama, bagaimana praktik akad kuli 
pengangkut barang yang terjadi di Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar 
Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur? dan kedua, bagaimana tinjauan hukum 
Islam terhadap praktik akad kuli pengangkut barang yang terjadi di Pasar Simpang 
Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur? 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktik akad kuli 
pengangkut barang yang terjadi di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan 
Bandar Sribhawono Lampung Timur dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam 
terhadap praktik akad kuli pengangkut barang yang terjadi di Pasar Simpang 
Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur.  
Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research) 
dengan sumber data sampel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari 
pengunjung pasar dan kuli angkut barang yang berada pada pasar Simpang 
Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur. Teknik 
pendekatan pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisa dengan menggunakan 
metode analisis kualitatif.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya 
praktik perikatan sewa-menyewa jasa antara konsumen (pengunjung pasar) 
kepada penyedia jasa angkut barang (kuli angkut barang) melakukan akad untuk 
melaksanakan sewa-menyewa jasa angkut barang terhadap konsumen 
(pengunjung pasar) di Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur mayoritas 
dalam melaksanakan sewa menyewa jasa diawali dengan akad terlebih dahulu, 
namun ada sebagian kecil oknum kuli angkut barang yang melaksanakan tanpa 
diawali akad diawal atau dengan cara memaksa kepada konsumen (pengunjung 
pasar) untuk mengawali perkerjaanya. 
Pandangan hukum Islam tentang  akad  kuli angkut barang yang dilakukan 
oleh konsumen (pengunjung pasar) kepada penyedia jasa angkut barang (kuli 
angkut barang) di Pasar Simpang Sribhawono pada umumnya sesuai dengan 
hukum Islam, namun terdapat tindakan yang dilakukan oleh oknum yang 
memaksa, menjadikan akad menjadi tidak sah karena ijab kabul dan kerelaan para 
pihak dalam berakad merupakan salah satu prinsip atau syarat sah yang harus 
dipenuhi demi keabsahan akad tersebut, sehingga tidak terciptanya kemashlahatan 
dalam perikatan antara kuli dan pengunjung pasar. 
 
 
 
 MOTTO 
 
                ... 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” 1 
 
  
                                                             
1
  Departemen Agama RI, Op.Cit. hlm. 106. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Agar tidak salah penafsiran mengenai maksud judul skripsi ini, 
maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam 
judul penelitian skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang  Akad  Kuli 
Angkut Barang” yaitu sebagai berikut: 
1. Tinjauan yaitu hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah 
menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
2
 
2. Hukum Islam  adalah kaedah, adat, prinsip atau aturan yang digunakan 
untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur‟an 
Hadis Nabi Muhammad. SAW, pendapat sahabat dan tabi‟in, maupun 
pendapat yang berkembang pada suatu masa dalam kehidupan umat 
Islam.
3
 
3. Kuli yaitu orang yang bekerja dengan mengandalkan kekuatan fisiknya 
(seperti membongkar muatan kapal, mengangkut barang dari stasiun 
satu tempat ke tempat lain) pekerja kasar.
4
 
4. Barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau 
berjasad)
5
 
Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul 
skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang kejelasan 
                                                             
2.  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Balai 
Pustaka), Edisi II, h. 1060 
3.  Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: PT. Logos  Wacana Ilmu, 1997), Cet-1, h.5 
4
 https://kbbi.web.id/kuli , ( di akses pada 28 desember 2018 pukul 13:30 WIB)   
5 Ibid.  
 akad yang terjadi di pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar 
Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur. 
B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan objektif 
a. Untuk menjelaskan praktik akad kuli pengangkut barang yang 
terjadi di Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar 
Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur. 
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad kuli 
pengangkut barang yang terjadi di Pasar Simpang Sribhawono 
Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur. 
2. Alasan Subjektif 
a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang 
dipelajari di Fakultas Syari‟ah Jurusan Muamalah. 
b. Keinginan untuk mengetahui praktik-praktik kuli angkut barang di 
Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono, 
Kabupaten Lampung Timur. 
C. Latar Belakang 
Tolong-menolong di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya 
tidak akan lepas dengan berbagai macam transaksi (akad). Tujuan utama 
yaitu saling membantu dan saling mencukupi terhadap apa yang mereka 
butuhkan, dimana dalam pihak penyewa butuh terhadap pemilikan manfaat 
atas barang sedangkan pihak yang menyewakan membutuhkan harga atau 
pembayaran atas pemberian manfaat suatu barang, bukan barangnya tetapi 
manfaatnya. 
Bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan 
salah satu pihak atau merupakan bentuk tolong-menolong yang diajarkan 
 agama. pada praktiknya adalah melakukan akad untuk mengambil manfaat 
sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu 
dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat sesuai 
dengan ketentuan syar‟i. 
Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Mᾱ‟idah (5) ayat 1 sebagai 
berikut: 
                            
                             
 
Artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 
kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Q.S Al-Mᾱ‟idah (5):1).6 
 
Ada dua hal yang berkaitan dengan hal ini, yaitu akad dan sewa-
menyewa yang kaitannya dengan jenis suatu barang dan sewa-menyewa 
yang kaitannya dengan jasa dan pekerjaan, yang kaitannya dengan jenis 
suatu barang yaitu obyek akadnya adalah manfaat. Seperti menyewakan 
rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan 
lain-lain. Sedangkan yang akadnya jasa atau pekerjaan contohnya seperti 
membangun gedung atau menjahit pakaian. 
Pada prinsipnya seseorang yang berkerja pasti mengarapkan 
imbalan atas apa yang telah kerjakan dan masing-masing tidak ada yang 
dirugikan. Sehingga akan timbul keadilan didalam akad yang dilakukan 
                                                             
6. Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, hlm. 106. 
 oleh pekerja dengan pemberi upah. Allah SWT berfirman didalam surat 
Al-Jᾱtsiyah (45) ayat 22 yang berbunyi: 
                   
      
 
Artinya “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang 
benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, 
dan mereka tidak akan dirugikan” (Q.S  Al-Jᾱtsiyah (45) : 22).7 
Seperti halnya adanya praktik kuli pengangkut barang di Pasar 
Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten 
Lampung Timur, praktik tersebut melayani jasa angkut barang yang 
sebagian besar pengguna jasanya adalah para pengunjung umum yang 
berada di Pasar Simpang Sribhawono. Pengguna jasa kuli pengangkut 
barang dan membayar penggunaan jasa berdasarkan jumlah yang telah 
ditentukan oleh kuli pengangkut barang tersebut. 
Praktik yang dimaksud oleh penulis dalam skripsi ini adalah 
praktik yang dilakukan oleh kuli pengangkut barang  di Pasar Simpang 
Sribhawono, dalam praktik yang terjadi di lapangan, hanya sebagian kecil 
kuli pengangkut barang dan pengguna jasa yang melakukan perjanjian 
transaksi penentuan harga sebelum kuli pengangkut barang membawakan 
barang milik pengguna jasa, kemudian upah akan dibayarkan pada akhir 
setelah barang sudah dibawakan sampai di tempat tujuan. Sebagian besar, 
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 yang dilakukan oleh kuli pengangkut barang ini sering menimbulkan hal-
hal yang merugikan pihak pengguna jasa. Karena dalam praktik biasanya 
kuli pengangkut barang secara tiba-tiba mengambil barang pengunjung 
pasar setelah berbelanja dan membawakannya dengan mengikuti 
pengunjung tersebut ke tempat tujuan, kemudian kuli pengangkut barang  
meminta bayaran kepada pengunjung pasar tersebut, tanpa adanya 
perjanjian dan kesepakatan di awal sering kali kejadian ini membuat 
bingung pengunjung pasar yang belanjaannya dibawakan oleh kuli 
pengangkut barang tersebut. Karena pengunjung pasar yang tidak tahu hal 
tersebut biasanya beranggapan bahwa kuli pengangkut barang yang 
membawakan barang miliknya adalah orang yang membantu 
membawakan barangnya secara cuma-cuma.
8
  
Secara sekilas, mungkin upah yang harus dibayarkan tidak terlalu 
besar, akan tetapi perlu diingat, bahwa dalam hukum Islam dalam praktik 
ini  memiliki syarat dan ketentuan yang salah satunya yaitu masing-masing 
pihak rela untuk melakukan perjanjian atau sewa-menyewa. Bahwa di 
dalam perjanjian/akad tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena 
dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi 
tidak sah. 
Selain itu juga karena ketika manusia melakukan kegiatan untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum 
yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum yang dimaksud, baik yang 
bersifat pengaturan dari Al-Qur‟an, Al-Hadits, Peraturan Perundang-
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 undangan maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam. Selain 
itu, hubungan individu dengan yang lainnnya, seperti pembahasan masalah 
hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dan kegiatan-kegiatan 
lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari juga 
diatur dalam fiqh muamalah. 
Dalam hukum Islam, hal ini haruslah didasari atas dasar suka sama 
suka dan saling merelakan seperti halnya yang telah dijelaskan di atas. 
Karena kita diperintahkan oleh agama untuk tidak memakan harta 
seseorang dengan cara batil. Sebagaimana firman Allah SWT: 
 ًةَراَِتِ َنوُكَت َْنأ لاِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت لا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي
 اًميِحَر ْمُكِب َناَك َوَّللا َّنِإ ْمُكَسُف َْنأ اوُل ُتْق َت لاَو ْمُكْنِم ٍضَار َت ْنَع 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisᾱ‟ (4); 29).9 
 
 
 
Jalan yang batil menurut syara‟ adalah mengambil harta milik 
orang lain dengan cara yang tidak diridhai (disetujui) oleh pemiliknya. Jika 
pengguna jasa tersebut meridhai dan menyepakati pembayaran sewa-
menyewa jasa tersebut, tentu saja hal ini tidak menjadi persoalan. Akan 
tetapi bagaimana jika pengguna jasa tidak tahu tentang adanya keharusan 
membayar jasa kuli pengangkut barang tersebut atau menolaknya. Bahkan 
sebelum berlangsungnya praktik sewa-menyewa tersebut antara pengguna 
                                                             
9
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, hlm. 126.    
 jasa dengan kuli pengangkut barang belum ada perjanjian tentang 
keharusan membayar.  
Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan melaksanakan 
penelitian mengenai bagaimana pandangan Hukum Islam tentang akad 
kuli pengangkut barang di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar 
Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur. 
D. Rumusan Masalah 
Berpedoman dengan latar belakang di atas, penulis merumuskan 
permasalahannya sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik akad kuli pengangkut barang yang terjadi di Pasar 
Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten 
Lampung Timur? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad kuli 
pengangkut barang yang terjadi di Pasar Simpang Sribhawono 
Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur? 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk menjelaskan praktik akad kuli pengangkut barang yang 
terjadi di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar 
Sribhawono Lampung Timur. 
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad kuli 
pengangkut barang yang terjadi di Pasar Simpang Sribhawono 
Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur. 
 2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
a. Secara teoritis berguna untuk menambah wawasan ilmu 
pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada 
masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik 
terhadap praktik kuli pengangkut barang menurut Hukum Islam. 
b. Secara Praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas 
akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari‟ah UIN 
Raden Intan Lampung. 
F. Metode Penelitian 
1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 
research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 
mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian.
10
 Adapun 
penelitian akan dilaksanakan di Pasar Simpang Sribhawono 
Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu 
penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat 
mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok 
tertentu.
11
 Dalam penelitian ini gejala yang dimaksud terjadi di 
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 Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono, 
Kabupaten Lampung Timur. 
2.  Sumber Data 
a. Data Primer 
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 
responden atau objek yang diteliti.
12
 Sumber data yang primer 
yaitu sejumlah responden yang terdiri dari perorangan yang 
merupakan pengunjung Pasar dan para jasa kuli angkut barang di 
Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono, 
Kabupaten Lampung Timur. 
b. Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 
sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Seperti: 
literature-litertur, jurnal, artikel dan sumber lain yang berkaitan 
dengan topik penelitian. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan objek yang dijadikan sumber 
data, baik manusia maupun bukan manusia. Studi atau 
penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.
13
  
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para pengunjung dan 
kuli angkut barang di Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan 
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 Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur ditemukan 
sebanyak 20 orang. Dengan jumlah pengunjung pasar 10 orang dan 
kuli angkut barang 10 orang. 
b. Sampel 
Dari populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu 
diadakan pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti, dalam 
hal ini adalah sampel penelitian. Sampel adalah sebagian dari 
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
14
 
Adapun penentuan sampel menggunakan teknik (Purposive 
Sampling) adalah pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau 
sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu teknik 
penentuan sampel berdasarkan penilaian peneliti akan pengetahuan 
calon informan, seorang informan ditunjuk oleh peneliti dengan 
alasan informan yang berpengalaman, dalam praktik pengunjung 
pasar dan kuli angkut barang. 
Jadi sampel yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 20 
orang yang terdiri dari jumlah pengunjung pasar 10 orang dan kuli 
angkut barang 10, dalam kurun waktu 2 minggu yang dilakukan 
pada hari minggu (hari pasaran) ditemukan pengunjung pasar 5 
orang dan kuli angkut barang 5 orang orang yang terdapat pada 
pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono, 
Kabupaten Lampung Timur. 
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 4. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk 
memperoleh data yang diperlukan.
15
 Dalam penelitian ini, 
pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu: 
a. Wawancara 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses 
Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling 
berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan 
tertentu.
16
 Wawancara dilakukan dengan para kuli angkut barang 
dan pegguna jasa angkut barang di Pasar Simpang Sribhawono 
Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal–hal atau 
variable berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda dan 
sebagainya.
17
 Metode ini merupakan suatau cara untuk 
mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang 
ada di tempat atau objek yang sedang diteliti. 
5. Metode Pengolahan Data dan Metode Analisis Data 
a. Metode Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat berarti menimbang menyaring, 
mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring 
data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan 
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 tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara 
mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, 
menyusun menurut aturan tertentu. 
Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis 
menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 
1 Editing atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang 
terkumpul sudah cukup lengkap, sudah bener atau sesuai atau 
relevan dengan masalah. 
2 Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis 
dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan. 
3 Interprestasi yaitu memberikan penafsiran terhadaphasil 
untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
18
 
4 Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data 
dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, 
terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang 
diperoleh.
19
 
b. Metode Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis Kualitatif dengan metode berfikir induktif yaitu berangkat 
dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang 
sifatnya kongkrit. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil 
penelitian lapangan di Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan 
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 Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur yaitu berasal dari 
pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat yang 
mengetahuinya bersifat umum.
20
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 BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Akad 
1. Pengertian Akad 
Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia, disebut “akad” dalam 
hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-„aqad, yang berarti mengikat, 
menyambung atau menghubungkan (ar-rabth). Sebagai suatu istilah 
hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad 
(perjanjian).
21
 
Adapun secara terminologi ulama fiqh melihat akad dari dua sisi 
yakni secara umum dan secara khusus: 
1. Secara umum 
Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian 
akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi‟iyah, Malikiyah, 
dan Hanabilah, yaitu :  
 ىَلَع ُءْر
َ
لما َمَزَع اَم ُّلُك ِءَار ْبِلإْاَو ِفْقَوْلاَك ٍةَِدرَف ْ نُم ٍةَدَارِِاب َرَدَص ٌءاَوَس ِوِلْعِف
 َك ِِوئاَشْنِإ ِفِ ِْيْ َتَدَارِإ َلَِإ َجاَتْحِا َْمأ ِْيِْمَيلاو ِقَلاَّطلاَوا ِراَْيْ ِْلااَو ِعْي َبْل 
. ِنْىَّرلاَو ِلْيِْكوَّ تلاَو 
Artinya:“segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan 
keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu 
yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual 
beli, perwakilan, dan gadai.”  
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 2. Pengertian akad secara khusus 
Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama 
fiqh adalah : 
 َِبتْرِإ ْوُرْشَم ٍوْجَو َىلَع ٍلْو ُبَِقب ٍباَْيِْإ ُطا ََم ِفِ ُُهر ََثأ ُتُبْث َي ٍع  ل.ِو  
Artinya: “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan 
ketentuan syara‟ yang berdampak pada objeknya.”22 
 Dengan demikian, Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau 
pernyataan untuk menunjukan suatu keridaan dalam berakad diantara 
dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan 
yang tidak berdasarkan syara‟.  
2. Rukun Akad 
Rukun-Rukun Akad sebagai berikut: 
1. „Aqid, adalah orang yang berakad (subjek akad); terkadang masing-
masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari 
beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya 
masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan 
sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. 
2. Ma‟qūd „alaih, adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), 
seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah 
atau pemberian, gadai, utang yang dijaminkan seseorang dalam akad 
kafalah.
23
  
                                                             
22
. Ibn Abidin, Radd  Al-Mukhtar „Ala Dar Al-Mukhtar, Juz II, Hlm. 355 
23. Hendi Suhendi, Fiqh Mualamalah  
 Ma‟qūd „alaih harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai 
berikut: 
a) Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang 
dilakukan. 
b) Obyek transaksi harus berupa harta yang diperbolehkan syara‟ untuk 
ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. 
c) Obyek transaksi bisa diserah terimakan saat terjadinya akad, atau 
dimungkinkan dikemudian hari. 
d)  Adanya kejelasan tentang obyek transaksi. Obyek transaksi harus 
suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. 
3.  Maudhū‟ al-„aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. 
Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual 
beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual 
kepada pembeli dengan di beri ganti. 
4. Shighat al-„aqd, yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama 
kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, 
sedangkan kabul adalah peryataan pihak kedua untuk menerimanya. 
Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya 
sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli 
sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukan 
kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang 
 berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan 
pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.
24
 
3. Syarat Akad 
Beberapa syarat tersebut meliputi: 
1. Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan 
nama Syurūth In`iqād. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus 
dipenuhi oleh rukun-rukun akad,ialah: 
a. Pihak yang berakad. 
b.  Shighat akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan 
kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis 
akad.  
c. Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat 
ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki). 
d. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara‟. 
2. Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat 
mengabsahkan akad setelah syarat terbentuknya akad (Syurūth In`iqād) 
tersebut dipenuhi. Antar lain: 
a. Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika 
pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa,maka akad 
dianggap batal. 
b. Penyerahan objek tidak menimbulkan mudarat. 
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 c. Bebas dari Gharar, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh 
para pihak yang berakad. 
d. Bebas dari riba. 
3. Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (Syurūth an-nafādz) adalah 
syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan 
akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah : 
a. Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini 
terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek 
akad,atau para pihak merupakan wakil dari pemilik objek yang 
mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak 
tersangkut hak orang lain. 
b. Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, 
persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad 
adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan 
bertindak hukum yang dibutuhkan.  
c. Syarat mengikat (Syurūth al-luzūm) sebuah akad yang sudah 
memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana 
yang dijelaskan diatas,belum tentu membuat akad tersebut dapat 
mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad. Ada persayaratan 
lagi yang menjadikannya mengikat diantaranya: 
a) Terbebas dari sifat akad  yang sifat aslinya tidak mengikat kedua 
belah pihak,seperti akad kafālah (penanggungan). Akad ini 
menurut sifatnya merupakan akad tidak mengikat sebelah pihak, 
yaitu tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat kreditor 
 (pemberi hutang) yang kepadanya penanggungan diberikan. 
Kreditor dapat secara sepihak membatalkan akad penanggungan, 
dan membebaskan penanggung dari konsekuensinya. Bagi 
penanggung (kafālah) akad tersebut mengikat sehinggan tidak 
dapat membatalkannya tanpa persetujuan kreditor. 
b) Terbebas dari khiyār,akad yang masih tergantung dengan hak 
khiyār baru mengikat ketika hak khiyār berakhir. Selama hak 
khiyār belum berakhir, akad tersebut mengikat.
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4. Macam-macam Akad 
1. ʻAqad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu 
selesanya akad. Pernyataan akad akan diikuti dengan pelaksanaan akad 
ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula 
dikuti pula ditentukanya waktu pelaksanaan setelah adanya akad. 
2. ʻAqad Muʻalaq ialah akad yang didalamnya pelaksanaannya terdapat 
syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan 
penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran. 
3. ʻAqad Mudhāf  ialah akad yang didalam pelaksanaanya terdapat syarat-
syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, penyataan yang 
pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan 
ini sah dilakukan pada akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum 
sebelum tibanya waktu yang ditentukan. 
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 Selain akad Mūnjiz, Muʻalaq, dan  Mudhāf,  macam-macam akad 
beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauanya. Karena ada perbedaan-
perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut: 
1. Ada dan tidaknya pembagian (Qismah) pada akad, maka akad terbagi 
menjadi 2 bagian : 
a. Akad musamma , yaitu akad yang telah ditetapkan syara‟ dan telah 
ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijārah. 
b. Akad ghāiru musamma ialah akad yang belum ditetapkan oleh 
syara‟  dan belum ditetapkan hukum-hukumnya. 
2. Disyari‟atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi 
menjadi dua bagian : 
a. Akad muzāra‟ah ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara‟ 
seperti gadai dan jual beli. 
b. Akad mamnū‟ah  ialah akad-akad yang dilarang syara‟ seperti 
menjual anak binatang dalam perut induknya 
3. Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini Para ulama fiqh 
mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari 
beberapa aspek. Jika di lihat dari ke absahannya menurut syara‟, akad 
di bagi menjadi dua, yakni
26
: 
a. Akad Shahīh 
 Akad Shahīh yakni akad yang telah memenuhi rukun-rukun 
dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad Shahīh ini, berlakunya 
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 seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat 
pada pihak-pihak yang berakad 
b. Akad tidak Shahīh  
  Akad yang tidak Shahīh yakni akad yang terdapat 
kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh 
akibat hukum dalam akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat 
pihak-pihak yang berakad. 
4. Sifat bendanya, ditinjau dari sifat benda akad terbagi dua: 
a. Akad ‘Ainiyah, yaitu Akad yang disyaratkan dengan penyerahan 
barang-barang seperti jual beli. 
b. Akad ghāir ‘Ainiyah yaitu Adalah akad yang tidak disertai dengan 
penyerahan barang-barang karena tanpa penyerahan barang-barang 
pun akad sudah berhasil, seperti akad amᾱnah.  
5.  Asas-asas dalam Berakad 
 Menurut  Syamsul Anwar akad adalah pertemuan ijab dan kabul 
sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu 
akibat hukum pada objeknya. 
a. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam 
1) Asas Ibāẖah. 
 Asas Ibāhah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang 
muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “Pada 
asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang 
melarangnya” yang berarti segala sesuatu itu sah dilakukan 
sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. 
 2) Asas Kebebasan Berakad. 
 Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip 
hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad 
jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan 
dalam undang-undang Syariah dan memasukkan kausul apa saja 
kedalam akad yang dibuat yaitu sesuai dengan kepentingannya 
sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.
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 Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan 
kepada beberapa dalil antara lain: 
a) Q.S Al-Mā‟idah (5) : 1 yang berbunyi;  
   َ َ  ََ  ََ...ََ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad 
itu”(Q.S Al-Mā‟idah (5) :1).28 
b) Kaidah hukum Islam,“Pada asasnya akad itu adalah 
kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang 
mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.” 
3) Asas Konsensualisme. 
  Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya 
suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara 
para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. 
Dalil yang menjelaskan tentang asas konsensualisme adalah sebagai 
berikut;29 
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 a) QS. An-Nisā‟ (4) ayat 29 yang berbunyi: 
                         
           
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka 
sama-suka di antara kamu”( QS. An-Nisā‟ (4) ayat 29).30 
b) QS. An-Nisā‟ (4) ayat 4 yang berbunyi: 
                       
 
Artinya:“kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu 
sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka  
makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang 
sedap lagi baik akibatnya”(QS. An-Nisā‟ (4) ayat 4).31 
4) Asas Janji itu Mengikat 
  Dalam Al-Qur‟an dan Hadis terdapat banyak perintah agar 
memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fiqih, “perintah pada 
asasnnya menunjukkan wajib”. Ini berarti janji itu wajib 
mengikat dan wajib dipenuhi. Diantara ayat dan Ḫadīst yang 
dimaksud adalah:
32
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 QS. Al-`Isrā` (17) ayat 34 yang berbunyi: 
...                
Artinya:“dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti 
diminta pertanggungan jawabnya”(QS. Al-`Isrā` (17) ayat 34).33 
5) Asas Keseimbangan. 
 Hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunnya 
keseimbangan dalam bertransaksi, baik keseimbangan antara apa 
yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan 
dalam memikul resiko. 
6) Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan) 
 Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang 
dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan 
kemaslahatan bagi mereka yang tidak boleh menimbulkan 
kerugian atau keadaan memberatkan. 
7) Asas Amanah 
Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing 
pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak 
lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi 
ketidak tahuan mitranya. 
8) Asas Keadilan  
  Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh 
semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung 
merupakan perintah Al-Qur‟an yang berbunyi:34 
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                   
     
Artinya:“berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan 
takwa”( Q.S Al-Mā‟idah (5) ayat 8)35. 
6. Hal-hal yang Membatalkan Akad 
 Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai 
berikut
36
: 
a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tidak mempunyai 
tempo waktu . 
b. Di batalkan oleh salah satu pihak yang berakad, apabila akad tersebut 
sifatnya tidak mengikat. 
c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir 
apabila terjadi: 
1) Jual beli yang di lakukan dengan merusak (fasād), yakni terdapat 
unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. 
2) Berlakunya khiyār syarat, aib, atau rukyat 
3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara 
sempurna. 
4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. 
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 7. Hikmah-hikmah dalam Akad 
 Berakad diantar sesama manusia tentu mempunyai hikmah atau 
kelebihan yang diperoleh diantara para pihak-pihak yang melakukan akad, 
hikmah yang terdapat dalam berakad adalah sebagai berikut:
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a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam 
bertransaksi atau memiliki sesuatu. 
b. Tidak dapat melakukan  hal yang semena-mena dalam membatalkan 
suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara syar‟i. 
c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikian sesuatu, 
sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinnya. 
B. Ijārah  
 Hampir  semua  ulama  fiqih  sepakat  bahwa  Ijārah  disyariatkan dalam 
Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-
Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak 
menyepakati Ijārah tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan 
walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut 
kebiasaan  (adat).  
1. Pengertian Ijārah 
a. Menurut bahasa kata Ijārah berasal dari kata “al-ajru”yang berarti “al-
iwadu” (ganti) dan oleh sebab itu “ath-thawab”atau (pahala) 
dinamakan ajru (upah).
38
 
b. Menurut istilah (terminologi), para ulama berbeda-beda mendefinisikan 
Ijārah, antara lain adalah sebagai berikut: 
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 1) Menurut ulama Hanafiyah, Ijārah adalah:  
 ِن
ُ
لما ىَلَع ٌدْقَع َا ِِعب ِعِف َو ٍض  
“Akad terdapat suatu manfaat dengan adanya ganti” 39 
2) Ulama Asyafi‟iyah 
 َدَبِلل ٍةَِلبَاق ٍةَحاَبُم ٍةَموُلْعَم ٍةدوُصْقَم ٍةَعَف ْ نَم ىَلَع ٌدْقَع ِةَحَابِلإاَو ِل
  ِعِب َومْوُلْعَم ٍض  
  
“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu 
dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan 
pengganti tertentu.”40 
3) Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, Ijārah adalah: 
a.  ٍةَحاَبُم ٍءيَش ِعِفاَنَم ُكْيِْلَتَ ٍضْوَِعب ًةَمْوُلْعَم ًة َّدُم  
“Pemilikan terhadap manfaat sesuatu yang dibolehkan sampai 
waktu tertentu dengan adanya ganti” 41 
4) Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et.al, Ijārah adalah 
transaksi atas suatu manfaat yang mubah atas suatu barang tertentu 
atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu 
terentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan 
upah yang diketahui pula.42 
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 5) Menurut Muhammad Rawas Qalaji, sebagaimana dikutip oleh 
Muhammad Syafi‟i Antonio, Ijārah adalah akad pemindahan hak 
guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa 
diikuti dengan pemindahan kepemilikan  (ownership/milkiyah) atas 
barang itu sendiri.43 
6) Menurut Sayyid Sabiq, Ijārah adalah suatu jenis akad untuk 
mengambil manfaat dengan jalan penggantian.44 
7) Menurut fatwa DSN-MUI, Ijārah adalah akad pemindahan hak guna 
(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui 
pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan barang itu sendiri.45 
8) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, Ijārah adalah sewa 
barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran.46 
9) Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Ijārah 
adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindah hak guna 
atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, 
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.47 
10) Menurut UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah 
Negara, Ijārah adalah akad yang satu pihak bertindak sendiri atau 
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 melalui wakilnya menyewakan  hak suatu aset kepada pihak lain 
berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.48 
   Jadi Ijārah, ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu 
barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, 
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.49 Dari 
beberapa pengertian secara terminologi dalam uraian pada alenia 
sebelumnya dapat dipahami bahwa: 
1) Akad Ijārah  adalah akad transaksi pemindahan hak guna atas suatu 
barang atau jasa keterampilan tertentu melalui pembayaran upah 
secara profesional; 
2) Akad Ijārah tidak berakibat pada pemindahan kepemilikan atas barang 
atau jasa keterampilan tertentu. 
3) Akad Ijārah ditentukan untuk masa tertentu dan tujuan tertentu dari 
barang atau jasa yang diterima. 50 
2. Landasan Hukum Ijārah 
 Dasar hukum berlakunya akad Ijārah telah dijelaskan didalam dalil 
Al-Qu‟ran, As-Sunnah dan Ijma‟. 
a. Al-Qur‟an 
 Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya, 
Muhammad SAW, yang lafadz-lafadznya mengandung mukjizat, 
membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara 
                                                             
48
 Pasal 1 ayat (6) UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara 
49
Ruslan Abdul Ghofur, “Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan 
Syariah Di Indonesia”, Al-„Adalah,  Vol 12, No 1 2015 tersedia di : 
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203 (3 September 2019) hlm. 497. 
50
 Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat”, Asas, (Januari, 
2013) hlm. 2 
 mutawatir, dan yang ditulis pada mushaf, mulai dari awal surat Al-
Fᾱtiẖah (1) sampai akhir surat An-Nᾱs (114).51 Dalam al-Qur‟an 
ketentuan tentang sewa-menyewa tidak tercantum secara terperinci. 
Akan tetapi pemahaman sewa-menyeyewa dicantumkan dalam bentuk 
pemaknaan tersirat, seperti dalam QS. Al-Baqarah (2) : 233, An-Naẖl 
(16) : 97, al-Kahf (18) : 30, Az-Zukhruf (43): 32, Aṭ-Thalᾱq (65) : 6 dan 
Al-Qashash (28) : 26 sebagaimana di bawah ini: 
1) Surat Al- Baqarah (2) ayat 233 yang berbunyi; 
                    
                            
                          
                     
                       
                          ََ 
 Artinya:“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 
kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut 
kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 
dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin 
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika 
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
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 bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al- Baqarah (2) ayat 233 )52 
 Ayat diatas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan 
sama sekali jika memberikan upah kepada perempuan lain yang telah 
menyusukan anak yang bukan dari ibunya. Dalam hal ini menyusui 
adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang 
dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang 
dipekerjakannya.  Menurut Qatadah dan Zuhry, boleh menyerahkan 
penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau 
ayahnya atau dengan jalan melalui musyawarah. Jika telah diserahkan 
kepada perempuan lain maka biaya yang pantas maka biaya yang 
pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.53 
2) Surat An-Naẖl (16) ayat 97 yang berbunyi;  
                            
               َ 
  Artinya:“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 
maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya 
akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya 
akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik 
dari apa yangtelah mereka kerjakan.” (QS An-Naẖl :(16) :97)54 
 Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah 
dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah 
SWT akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa 
yang mereka kerjakan. 
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 3) Surat Az-Zukhruf (43) ayat 32 yang berbunyi; 
 ََ َ ََََ  َ   ََ َ
  ََ  َ   ََ َ  َ  َ   َ   َ
   َََ َ َ َ  َََ
 Artinya:“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 
kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas 
sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik 
dari apa yang mereka kumpulkan.”(QS. Az-Zukhruf (43) ayat 32)55 
 Lafadz “Sukhriyyan” yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling 
menggunakan. Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku Pengantar Fiqih 
Muamalah karangan Diyamuddin Djuwaini , lafadz ini diartikan dengan 
supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan 
atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada 
dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa 
mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah 
satunya adalah dengan Ijārah atau upah-mengupah. 
4) Surat Aṭ-Thalᾱq (65) ayat 6 yang berbunyi; 
...           ََ...َ
Artinya:“jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka 
berikanlah kepada mereka upahnya.”(QS. Aṭ-Thalᾱq (65) ayat 6 )56 
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  Ayat ini menerangkan bahwa menyusui adalah pengambilan manfaat 
dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya 
melainkan jasa dari orang yang telah dipekerjakannya. Tradisi bangsa arab 
pada zaman dahulu adalah menyusukan anaknya kepada orang lain, dari 
sini munculah istilah saudara satu susuan atau ibu susu, sebagaimana 
Rasululloh SAW disusukan kepada Halimah Al-Sa‟diyah.57 
5)  Surat Al-Qashash (28) ayat 26 yang berbunyi; 
                        
   ََ
Artinya:“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 
(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”(Q.S Al-Qashash 
(28) ayat 26 )58 
  Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As bertemu 
dengan putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa As 
untuk di sewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi 
Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa As mampu mengangkat batu yang 
hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan “karna 
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada 
kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Cara ini 
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 menggambarkan proses penyewaan jasa sesorang dan bagaimana 
pembiayaan upah itu dilakukan.22 
b. Berdasarkan Hadis 
Hadis adalah segala sesuatau yang diberitakan dari Nabi SAW, baik 
berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi.59 Hadis 
adalah sumber kedua setelah Al- Qur‟an, dalam Hadis juga menyebutkan 
sebutkan mengenai perihal yang berhubungan dengan dasar-dasar hukum 
Islam yang dijadikan pedoman dalam berkegiatan bermuamalah yang salah 
satunya sewa-menyewa manfaat atau (Ijārah) diantaranya sebagia berikut 
ini: 
1) Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw bersabda: 
 ْنَع  ِدْبَع  ِللهاا:َلَاق ,َرَمُع ِنْب  وُسَر َلَاق ُل :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِلله
 َْلا اوُطَْعأ ََ ِج  ُُوقَرَع َّفَِيْ َْنأ َلْب َق ُهَرْجَأ 60.  
Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW 
pernah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya 
kering” (HR. Ibnu Madjah).61 
2) Hadis Riwayat Bukhari:  
 ِنَع  ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص َّبَِّنلا َمَجَتْحا:َلَاق اَمُهْ نَع ُوّللا َيِضر ٍساَّبَع ِنْبا
 َُهرْجأ َما َّجَْلْا ىَطْعأَو َمَّلَسَو 
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 Artinya:“Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi saw. Berbekam dan beliau 
memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.” (HR. Al-Bukhari).62 
c. Ijma‟  
 Ulama telah sepakat tentang kebolehan melakukan akad sewa-
menyewa. Para ulama sepakat bahwa Ijārah itu dibolehkan dan tidak ada 
seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma‟) ini. Jelaslah 
bahwa Allah SWT telah mensyariatkan Ijārah ini yang tujuannya untuk 
kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan 
Ijārah. Jadi, berdasarkan Al-Qur‟an, Sunnah (hadis) dan ijma‟ tersebut di 
atas dapat ditegaskan bahwa hukum Ijārah atau sewa-menyewa boleh 
dilakukan dalam Islam jika kegiatan tersebut sesuai dengan syara‟. 63 
d. Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional 
 Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 
13 April 2000 yang menetapkan bahwa, 
Pertama: Rukun dan Syarat Ijārah: 
1) Sighat Ijārah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah 
pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk 
lain. 
2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan 
penyewa/pengguna jasa. 
3) Obyek akad Ijārah adalah 
a) manfaat barang dan sewa; atau 
b) manfaat jasa dan upah. 
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 Kedua : Ketentuan Obyek Ijārah: 
1) Obyek Ijārah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. 
2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan 
dalam kontrak. 
3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak 
diharamkan). 
4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 
syari‟ah. 
5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan 
sengketa. 
6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka 
waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. 
7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah 
kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat 
dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah 
dalam Ijārah. 
8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari 
jenis yang sama dengan obyek kontrak. 
9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat 
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. 
Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijārah 
1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: 
a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. 
 b) Menanggung biaya pemeliharaan barang. 
c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. 
2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa: 
a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga 
keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak. 64
 
b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan 
(tidak materiil). 
c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari 
penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak 
penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab 
atas kerusakan tersebut.65 
Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi  perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah.66 
3. Rukun dan Syarat 
a. Rukun sewa-menyewa (Ijārah) 
 Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau 
transaksi. Tanpa rukun akad atau transaksi tidak sah. Rukun 
sebagaimana yang telah dijelaskan Abdul Karim Zaidan dalam 
bukunya “al-Waiju fi Ushul Fiqh” bahwa rukun adalah bagian dari 
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 hakikat sesuatu atau zatnya.
67
 Dalam melaksanakan suatu perjanjian 
terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, dan jika rukun dan 
syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian itu tidak sah hukumnya 
atau batal. Sama halnya dengan sewa-menyewa (Ijārah) harus 
memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat sewa-menyewa 
(Ijārah)  telah diatur dalam hukum Islam. Menurut ulama Hanafiyah 
rukun Ijārah itu hanya satu, yaitu ijab (ungkapan menyewakan dan 
qabul) persetujuan terhadap sewa-menyewa). Akan tetapi jumhur 
ulama mengatakan bahwa rukun Ijārah68 itu ada empat,  yakni, sebagai 
berikut: 
1) „Aqid  (orang yang berakad) yang terdiri dari mu‟jir dan musta‟jir.  
Mu‟jir adalah yang mempunyai jasa, musta‟jir adalah orang yang 
menyewa jasa.  
2) Shighat  (ijab kabul) berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang 
berakad baik secara verbal atau dalam bentuk lain, atau akad 
perjanjian antara mu‟jir dan musta‟jir.  
3) Ma‟uqūd „alaih yakni barang atau benda yang disewakan. 
4) Ujrah  adalah upah  atau imbalan sebagai bayaran  (uang sewa).69 
b. Syarat sewa menyewa (Ijārah) 
 Sebagai sebuah transaksi umum, Ijārah baru dianggap sah apabila 
telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara 
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 umumdalam transaksi lainnya
70
. Adapun syarat syarat akad Ijārah 
sebagai berikut: 
1) Disyaratkan pada „Aqid (mu‟jir dan musta‟jir) adalah baligh, 
berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan 
saling meridhai.71 Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT: 
                      
                  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama- suka”.72 
 Bagi „Aqid (orang yang berakad Ijārah) juga disyaratkan 
mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga 
dapat mencegah terjadinya perselisihan.73  
2) Disyaratkan pada Shighat (ijab kabul) adalah : 
a) Akad (perjanjian) harus dilakukan sebelum barang yang disewa itu 
dipergunakan atau dimanfaatkan. 
b) Ijab kabul itu tidak disangkut pautkan dengan urusan lain yakni 
antara penyewa dan yang menyewakan. 
c) Dalam Akad atau ijab kabul  harus ditentukan waktu sewanya, 
apakah seminggu atau sebulan atau setahun, dan seterusnya. 
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 d) Shighat, disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad. 
Maka akad Ijārah tidak sah apabila antara ijab dan kabul tidak 
berkesesuaian, seperti tidak berkesesuaian antara objek akad atau 
batas waktu.74 
3) Disyaratkan pada ma‟uqūd „alaih (benda yang disewakan) adalah: 
a) Objek yang disewakan harus dapat dimanfaatkan kegunaanya. 
b) Barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya. 
c) Barang yang disewakan disyaratkan kekal „ain (zat)-nya hingga 
waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian dalam akad. 
d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 
syariah.75 
e) Objek yang disewakan dapat diserah terimakan baik manfaat 
maupun bendanya. 
f) Diketahui jelas ukuran dan batas waktu Ijārah oleh kedua belah 
pihak agar terhindar dari peselisihan.  
g) Benda dan Manfaat dari objek yang disewakan harus sesuatu yang 
diperbolehkan agama. 
h) Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang  fardhu atau 
diwajibkan kepada mu‟jir (penyewa), seperti shalat, puasa, haji, 
imamah sholat, azan dan Iqamah.76 
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 4) Disyaratkan pada ujrah (upah) adalah: 
a) Upah/imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan 
memanfaatkannya (Mal Mutaqawwim). Dalam hadis Nabi SAW 
dijelaskan: 
  Artinya: Dari Abu Hurairah dan Abu Said keduanya 
berkata:“siapa yang melakukan upah mengupah maka hendaklah 
ia ketahui upahnya.” 
b)  Upah/imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan. 
Misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah. Upah mengerjakan 
sawah dengan sebidang sawah. Syarat seperti ini sama dengan 
riba. 
c) Bisa membawa manfaat yang jelas. Seperti menempati rumah, 
melayani seseorang mengajarkan suatu ilmu, dan lain sebagainya.77 
d) Tidak berkurang nilainya berupa harta tetap yang dapat diketahui. 
e) Kelenturan (fexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat 
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. 
4. Macam-macam Ijārah 
 Dilihat  dari  segi  objeknya,  akad  Ijārah  dibagi  menjadi 
dua,
78
 yakni: 
a. Ijārah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan 
seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Ijārah seperti ini 
menurut usul fiqih, seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan buruh 
tani. Mu‟jir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan 
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 lain-lain, kemudian Mu‟jir mendapatkan upah atas tenagga yang 
dikeluarkan untuk Musta‟jir mendapat tenaga yang dikeluarkan untuk 
Musta‟jir mendapat tenaga atau jasa dari Mu‟jir. 
b. Ijārah manfaat misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian 
dan perhiasan. Dalam hal ini Musta‟jir  mempunyai benda-benda 
tertentu dan Musta‟jir butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan 
antara keduanya, dimana Mu‟jir mendapat imbalan tertentu dari 
Musta‟jir, dan Musta‟jir mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila 
manfaat itu dibolehkan Syara‟ untuk dipergunakan, maka para ulama 
fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa. 
Adapun pada saat ini perkembangan dalam bidang muamalah, 
maka jenisnya pun sanga beragam, diantaranya:  
a. Mengajarkan Al-Qur‟an 
Pada   saat   ini   para   fuqaha   menyatakan   bahwa   boleh 
mengambil upah dari pengajaran Al-Qur‟an dan ilmu-ilmu syari‟ah 
lainnya,  karena  para  guru  membutuhkan  penunjang  kehidupan 
mereka dan meringkan beban tanggungannya, karena tenaga dan 
waktunya sudah diluangkan untuk mengajarkan kepada muridnya, 
maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka suatu 
imbalan dari pengajaran ini. 
b. Menyewakan tanah  
Menyewakan tanah diperbolehkan dan disyariatkan 
menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis tanaman yang 
ditanam diatas tanah tersebut. Terkecuali yang tidak dikehendaki 
 oleh pemilih tanah, contohnya ada tanaman tertentu yang tidak 
diperbolehkan. Hal ini berdasarkan dengan dikesepakatan diawal 
perjanjian. 
c. Sewa-menyewa kendaraan 
Menyewakan kendaraan diperbolehkan dengan syarat yang 
jelas waktu tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 
yang bersangkutan. Disyaratkan pula keguanaan kendaraan 
tersebut akan dipergunakan untuk mengangkut barang atau 
digunakan hanya sekedar untuk melakukan aktivitas sehari-hari si 
penyewa. 
d. Sewa-menyewa rumah 
Rumah yang menjadi objek sewaan adalah untuk tempat tinggal 
oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk  
menempatinya dengan cara meminjamkan atau menyewakan 
kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak  
merusak. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk  
memelihara rumah tersebut, sesuai sebagaimana rumah tersebut 
dihuni. 
e. Menyusui anak (menjadi ibu sambung si anak) 
Dalam Al-Qur‟an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan 
memberikan upah bagi orang yang menyusui anak, sebagai mana 
yang tercantum dalam Q.S Al baqarah  (2) : 233 
                      
                           
                      
                    
                      
                           
     ََ 
  Artinya:“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 
dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian 
kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena 
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya 
ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya 
dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan 
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak 
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”( Q.S Al baqarah  
(2) : 233)79.  
f. Pemburuan 
Selain sewa-menyewa barang, sebagai mana yang telah 
diutarakan  diatas,  maka  ada  pula  persewaan  tenaga  yang lazim 
disebut   perburuhan.   Buruh   adalah   orang   yang   menyewakan 
tenaganya   kepada   orang   lain   untuk   dikaryakan   berdasarkan 
kemampuannnya dalam suatu pekerjaan. 
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 5. Kewajiban dan Hak Masing-masing Pihak 
a. Kewajiban pemberian kerja dan buruh 
Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan 
kelompok harus mempertanggung jawabkan pekerjaan masing-masing 
apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dari 
permasalahannya. Apakah ada unsur-unsur kelalaian atau disengaja 
maka ia harus bertanggungjawab atas kerusakan  yang disebabkan 
atas kelalaian baik di dengan cara mengganti atau dengan 
kebijakan lain. 
Pemberi kerja berkewajiban untuk memberikan upah kepada 
pekerja atas apa yang telah ia kerjakan, sesuai dengan apa yang telah 
disepakati sebelumnya. Selain itu ada hal yang tidak boleh 
dikesampingkan yakni, memperlakukan pekerja dangan baik serta 
berbuat adil dalam pemberian upah. Begitu juga dengan buruh pekerja 
yang harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan oleh 
pemberi kerja kepada dirinya dan  menyeselasaikan perkerjaanya 
dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan 
Menjual jasa untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit 
dan kuli Angkut Barang ,maka ulama berbeda pendapat. Imam Abu  
Hanifah,  Zufar  Bin  Huzail  dan  Safi‟i  berpendapat, bahwa apabila   
kerusaka itu bukan karena unsur kesenghajaandan kelalaian, maka 
pekerja itu dituntut ganti rugi. 
Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani (murit abu 
hanifah), berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas 
 kerusakan tersebut, baik sengaja maupun tidak. Berbeda dengan 
kerusakan itu diluar batas kemampuanya seperti banjir besar atau 
kebakaran. 
Menurut mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas 
pada barang itu seperti barang binatu, juru masak, buruh angkut (kuli), 
maka  baik  senghaja  atau  tidak  senghaja segla  kerusakan  menjadi 
tanggnga jawab pekerja itu wajib ganti rugi. 
b. Hak pemberi kerja dan buruh 
Setiap orang melakukan perikatan dengan pihak lain itu harus 
berdasarkan ketentuan dan memenuhi hak masing-masing, yakni 
1) Pemberi kerja haru memberikan upah dan buru berhak menerima upah. 
2) Pemberi kerja berhak menuntut buruh apabila pekerja tidak 
menyelesaikan perkerjaanya yang seharusnya ia kerjakan sesuai dengan 
yang diharapkan oleh pemberi kerja, sedangkan upahnya sudah ia 
terima dan pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjanya. 
3) Pemberi kerja harus adil dalam memperkerjakan buruh dan memenuhi 
hak-hak antara kedua belah pihak. 
4) Memungkinkan manfaat jika masanya berlangsung, ia memungkinkan 
mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi 
keseluruhanya. 
5) Mengalirnya  manfaat jika Ijārah untuk barang apabila terdapat 
kerusakan  pada  barang  sebelum  dimanfaatkan  dan sedikitpun belum 
ada waktu yang berlalu, maka Ijārah tersebut batal. 
 6) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua 
belah pihak sesuai dengan syarat, seperti mempercepat bayaran. 
   C.  Maqāshid as-Syarī’ah 
1. Pengertian Maqāshid as-Syarī’ah 
Maqāshid as-syarī‟ah ditinjau dari sudut lughawi (bahasa) 
merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni al-maqāshid 
(دصاقلما) dan as-syarīah (ةعيرشلا) .Akar kata maqāshid adalah qashada 
yaqshidu ( َ دصقي–َدصق ) yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada, 
maqāshid merupakan bentuk jamak (plural) dari maqshid/maqshad (دصقم) 
yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan
80
. Sedangkan syarī‟ah 
(ةعيرش) dalam Bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air.81 Jalan menuju 
sumber air ini dapat juga katakan sebagai jalan kearah sumber pokok 
kehidupan yaitu syariat Tuhan
82
. 
Teori maqāshid pada dasarnya sudah pernah diintrodusir oleh para 
cendekiawan muslim sebelum Imam Syatibi (w. 790 H/1388 M), namun 
beliau kemudian mampu ‛mengkomunikasikan‛ teori tersebut dalam 
bentuk yang well-designed sehingga ia dianggap salah satu peletak dasar 
secara komprehensif tentang ilmu maqāshid as-syarī‟ah hingga dijuluki 
dengan Bapak maqāshid as-syarī‟ah dengan bukunya yang terkenal Al-
Muwāfaqāt83. 
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 Mengkaji teori maqāshid asy-syarī„ah tidak dapat dipisahkan dari 
pembahasan maslahah. Maqāshid asy-syarī„ah bermakna tujuan dan 
rahasia Allah meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah maslahah 
bagi seluruh umat. maslahah merupakan manifestasi dari maqāshid asy-
syarī„ah (tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan maslahah bagi hamba-
Nya. Jadi dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat 
erat. 
Secara etimologi, maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi 
lafal maupun makna. maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan 
yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu 
suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal 
tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab di 
perolehnya manfaat lahir dan batin. 
Mustofa Zaid menegaskan, bagaimanapun istilah maslahah 
didefinisikan dan digunakan harus mengandung tiga hal, yaitu: pertama, 
maslahah tersebut bukanlah hawa nafsu, atau upaya pemenuhan 
kepentingan individual, kedua, maslahah mengandung aspek positif dan 
negatif, karena itu menolak kemudaratan sama dengan mendatangkan 
kemanfaatan, ketiga, semua maslahah harus berhubungan baik langsung 
atau tidak langsung dengan lima aspek fundamental (al-kulliyah al- 
Khamsah)
84
. 
Muhammad „Abd al-„Ati Muhammad Ali menyebutkan bahwa  
maslahah mempunyai tiga ciri utama: pertama, sumber dari maslahah itu 
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 adalah hidayah Allah, kedua, maslahah mencangkupi kehidupan dunia dan 
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Dengan demikian, sebuah maslahah dan mafsadah yang masyur‟ 
(legal) efeknya tidak bisa dipisahkan antara tujuan dunia maupun tujuan  
akhirat, namun maslahah dan mafsadah di dunia akan selalu 
mempengaruhi kehidupan akhirat. Apabila hanya mementingkan 
kehidupan dunia dan menyampingkan akhirat, maslahah itu cenderung 
mengikuti hawa nafsu dan harus ditinjau kembali. 
2. Maqᾱshid Al-Khamsah  
Adapun beberapa yang diambil berdasarkan keniscayaan 
(daruriyyat) yaitu: 
1) Hifz an-nasl (perlindungan keturunan) 
Konsep ini adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuuan 
hukum Islam. Al-„Amiri menyebutkan hal tersebut pada awal usahanya 
untuk menggambarkan teori Maqᾱshid kebutuhan dengan istilah 
“hukum bagi tindakan melanggar kesusilaan”86. 
Al-Juwairi mengembangkan “teori hukum pidana” (mazajir) versi 
Al-„Amiri menjadi “teori penjagaan” (ismah) yang diekspresikan oleh 
Al-Juwaini dengan istilah “hifz al-furuj” yang berarti menjaga 
kemaluan
87
. Selanjutnya, Abu hamid Al-Gazali yang membuat istilah 
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 hifz al-nasl (hifzun-nasli) sebagai Maqasid hukum Islam pada 
tingkatan keniscayaan, yang kemudian diikuti oleh Al-Syatibi
88
. 
2) Hifz al-„aql (perlindungan akal)  
Konsep yang sebelumnya masih terbatas pada maksud larangan 
minum minuman keras dalam Islam, telah berkembang dengan 
memasukkan pengembangan pemikiran ilmiah, perjalanan menuntut 
ilmu, melawan mentalitas taklid, dan mencegah mengalirnya tenaga 
ahli keluar negeri.
89
 
3) Hifz al-„ird (perlindungan kehormatan).  
Konsep ini telah menjadi konsep sentral dalam kebudayaan Arab 
sejak periode pra Islam. Syair pra Islam menceritakan bagaimana 
„Antarah (seorang penyair) bertengkar dengan Kabilah Damdam 
terkait pencemaran kehormatannya. Dalam hadis, nabi Muhammad 
SAW mejelaskan bahwa “darah, harta,dan kehormatan setiap muslim 
adalah haram, yang tidak boleh dilanggar”90. Akan tetapi, ungkapan 
perlindungan kehormatan saat ini dalam hukum Islam secara 
berangsur-angsur diganti oleh “perlindungan harkat dan martabat 
manusia”, bahkan diganti oleh “perlindungan hak-hak asasi manusia” 
sebagai Maqāshid dalam hukum Islam91. 
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 4) Hifz al-dīn (perlindungan agama)  
Konsep ini dalam terminologi Al-Gazali dan Al-Syatibi menurut 
Al-„Amiri bahwa “hukuman atas meninggalkan ajaran yang benar”. 
Akan tetapi, dalam perkembangannya teori tersebut diinterpretasikan 
ulang menjadi konsep yang sangat berbeda yaitu “kebebasan 
kepercayaan (freedom of faiths) menurut istilah Ibnu „Asyur92. 
Para penganjur pandangan tersebut berpatokan pada ayat Al-
Qur‟an “tiada paksaan dalam agama”93 sebagai prinsip fundamental, 
dibandingkan memahaminya sebagai pandangan populer dan tidak 
akurat yaitu menyerukan “hukuman bagi kemurtadan (hadd al-
riddah)” yang kerap disebutkan dalam referensi-referensi tradisional 
dalam konteks hifzuddin atau perlindungan agama. 
5) Hifz al-māl (perlindungan harta)  
Terkait dengan perlindungan harta (hifzulmali) para cendekiawan 
menafsirkannya dalam beberapa istilah, Al-Gazali menafsirkannya 
sebagai “hukuman bagi pencurian”, Al-„Amiri sebagai “proteksi 
uang”, dan Al-Juwaini menafsirkannya ke dalam istilah-istilah sosio-
ekonomi yang familiar seperti “bantuan sosial, pengembangan 
ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera, dan pengurangan 
perbedaan antar-kelassosial-ekonomi”.94 
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 BAB III 
PENELITIAN  LAPANGAN 
 
A. Profil Pasar Simpang Sribhawono 
1. Sejarah Pasar Simpang Sribhawono 
Kemunculan pasar Simpang Sribhawono sebagai pasar 
tradisional pada awalnya dimulai dari perdagangan-perdagangan yg 
berkembang dipinggir-pinggir jalan raya lintas timur. Para pedagang 
berkumpul disebuah lokasi, sampai seterusnya berkembang. Mulai dari 
hasil bumi, peralatan rumah tangga, pakaian dan lain-lain dijual di 
pasar ini. Pasar Simpang Sribhawono dibangun pada tahun 1995 oleh 
pemerintah Desa Sri Menanti disediakan lahan mengatasnamakan 
tanah kas desa. Meski Pasar Simpang Sribhawono ini berada di Desa 
Sri Menanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, namun mayoritas  
pengunjungnya itu pedagangnya maupun pembelinya banyak yang dari 
luar Kecamatan Bandar Sribhawono, seperti dari daerah Rajabasa 
Baru, Labuhan Maringgai, Way Jepara, Dan Melinting yang lari ke 
Pasar Simpang Sribhawono, padahal di daerah tersebut juga terdapat 
pasar. Alasan ini karena, lengkapnya barang dagangan yang dijual di 
Pasar Simpang Sribhawono ini berdasarkan pengakuan dari salah satu 
pengunjung Ibu Karsi, wawancara, Pasar Simpang Sribhawono, 31 
Maret 2019. 
Pasar berfungsi sangat penting bagi masyarakat. Selain sebagai 
kekuatan ekonomi, pasar juga berfungsi sebagai perekat hubungan 
 sosial. Berdasar pada posisi strategis itulah, campur tangan pemerintah 
menjadi penting untuk mengatur keberlangsungan pasar tradisional. 
Di pasar tradisional nilai-nilai kekeluargaan dibangun dengan 
hasil interaksi dan komunikasi antar masyarakat. Interaksi antara 
penjual dan pembeli menemukan eksistensinya dalam proses tawar-
menawar antara penjual dan pembeli. Selain itu pola bangunan pasar 
tradisional sangatlah khas dimana pasar tradisional memiliki kios dan 
los yang memungkinkan interaksi antara penjual dan pembeli 
berlangsung dengan terbuka. Dengan kata lain, bagi bangsa indonesia, 
pasar tradisional tidak hanya merupakan penyangga ekonomi namun 
juga merupakan aset budaya yg harus di lestarikan. 
2. Letak Geografis Pasar Simpang Sribhawono 
Pasar Simpang Sribhawono atau sering dijuluki Pasar Simpang 
oleh kebanyakan masyarakat terletak tepat di persimpangan jalan Lintas 
Sumatera yang dimana sering dilewati oleh kendaraan yang hendak 
menyebrangi pelabuhan Bakauheni-Merak, jika melalui jalur lintas 
timur. Hal tersebut yang menjadi pasar simpang menjadi titik 
keramaian, karna letaknya yang mudah di jangkau oleh para 
pengunjung, pasar ini selalu ramai tidak pernah sepi, karena letak pasar 
simpang ini berada di depan jalan raya. Selain itu Pasar Simpang ini 
juga bersampingan dengan terminal Rajabasa Baru, Mataram Baru, 
sehingga para pengunjung yang akan ke Pasar Simpang mudah sekali 
transportasinya. 
 Pasar Simpang terletak di Desa Sri Menanti, Kecamatan 
Bandar Sribhawono, Lampung Timur. Luas wilayah Pasar Simpang 
memiliki luas lahan ± 2529 m². Sebagian berbatas langsung dengan 
jalan raya dan  desa yang berbeda kecamatan dengan Bandar 
Sribhawono. Gambaran letak wilayah Pasar Simpang Sribhawono 
adalah : 
Gambar 1.1 
Skema denah lokasi Pasar Simpang Sribhawono 
 
Sumber: Peta Desa Srimenanti 2012 
1. Sebelah timur berbatasan dengan Jln. Raya Lintas Pantai Timur 
Sumatera dan Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru. 
2. Sebelah barat masih masuk wilayah Desa Sri Menanti. 
3. Sebelah utara masih masuk wilayah Desa Sri Menanti. 
4. Sebelah selatan barat berbatasan dengan Jln. Ir. Sutami dan masih 
masuk wilayah Desa Sri Menanti. 
 Para pedagang di Pasar Simpang Sribhawono telah 
menampakkan aktivitasnya sejak pukul 05.30 WIB setiap hari Rabu dan 
Minggu. Dari kegiatan para pedagang yang kebanyakan masyarakat 
sekitar menata berbagai jenis dagangan diatas kios masing-masing. 
Menjelang siang, denyut kegiatan semakin ramai aktivitas pasar 
semakin padat. Dan pada hari minggu Pasar Simpang Sribhawono 
terlihat semakin ramai tidak seperti hari rabu yang hanya  biasa.  
Barang yang dijual di Pasar Simpang: buah– buahan, sayur–
mayur, daging (sapi/ayam), ikan, pakaian, dan lain–lain. Tempat 
penjual barang–barang itu terbagi atas beberapa bagian, yaitu pada 
bagian timur dan selatan tepatnya dipinggir jalan raya, terdapat banyak 
toko pakaian, makanan dll. Pada bagian tengah, terdapat banyak penjual 
buah-buahan, sayuran, dan ikan dll. Pada bagian selatan terdapat kios– 
kios untuk pedagang kebutuhan sehari–hari, dll. 
B. Pelaksanaan praktek akad kuli angkut di Pasar Simpang Sribhawono 
Kuli angkut di Pasar Sribhawono sudah menjadi rutinitas yang 
umum yang terjadi di Pasar Simpang, yang mana para kuli dan konsumen 
merupakan saling membutuhkan satu sama lain dalam bentuk hubungan 
bermu‟amalah yaitu mengenai sewa jasa angkut barang. 
Para pengunjung pasar di Pasar Simpang Sribhawono mengakui 
kalau butuh bantuan kuli untuk membawakan barang belanjaan yang telah 
dibeli dari pasar dalam jumlah banyak, sehingga dengan adanya kuli 
angkut barang di Simpang Sribhawono sangat membantu konsumen pasar. 
 Pelaksanaan praktik kuli angkut di Pasar Sribhawono diawali 
dengan adanya permintaan konsumen pasar yang meminta jasa untuk 
dibawakan barang belajaan dari pasar menuju tempat yang telah 
ditentukan oleh konsumen, namun ada juga kuli angkut barang yang tanpa 
menawarkan jasa angkut barang tetapi langsung mengangkat barang-
barang konsumen tanpa diawali dengan akad kesepakatan terhadap 
konsumen, setelah melakukan angkut barang konsumen, kuli angkut 
barang langsung meminta upah yang disebutkannya tanpa ada kesepakatan 
harga angkut barang terhadap konsumen. Hal ini ada konsumen yang 
menjadi tidak nyaman dengan adanya kuli tersebut, bahwasanya uang 
upah yang diminta kuli biasanya tidak sesuai pekerjaan yang dilakukan. 
Harga upah angkut barang belanjaan tidak berdasarkan banyak dan 
sedikitnya barang belanjaan yang dibawakannya, akan tetapi kuli barang 
meminta uang upah sesuai kemauannya. 
Peneliti melaksanakan penelitian di Simpang Sribhawono, dengan 
cara wawancara terhadap konsumen dan kuli angkut barang yang ditemui 
di lokasi penelitian, dalam hal ini penelitian dilaksanakan di Pasar 
Simpang Sribhawono, pada hari Minggu, Tanggal 31 Maret 2019. 
Bersumber dari konsumen pasar dan kuli angkut barang di Simpang 
Sribhawono.  
Hasil wawancara menyebutkan bahwasanya mayoritas pengunjung 
pasar telah mengetahui keberadaan kuli angkut barang yang sudah lama 
 berada di Pasar Simpang Sribhawono, dengan menawarkan jasa untuk 
membawakan barang belanjaan para pengunjung pasar
95
. 
 Mengenai praktik kuli angkut barang, apakah ada kesepakatan atau 
tidak akad sebelum terjadinya praktik angkut barang, terkadang ada 
beberapa oknum kuli angkut barang yang melalaikan hal tersebut
96
. Hal 
tersebut terkadang kuli angkut barang memaksa untuk membawakan 
barang belanjaan, pemaksaan yang dilakukan oleh oknum kuli angkut 
barang ini sudah mendapat penolakan dari pengunjung pasar agar tidak 
membawakan barang, terkadang mendapat pertentangan oleh oknum 
barang-barang belajaan pengunjung pasar dilempar
97
. 
Praktik kuli angkut barang, yang mana tugasnya membantu 
membawakan barang belanjaan pengunjung pasar
98
. Para kuli angkut 
barang membantu membawakan barang belanjaan pengunjung di Pasar 
Simpang Sribhawono. 
Pengupahan kuli angkut barang, upah yang diberikan  sesuai 
dengan barang belanjaan yang dibawakan
99
. Terkadang melihat jarak 
tempuh kuli tersebut menghatarkan barang belanjaan dengan memberi 
upah sepantasnya
100
. 
Mengenai praktik pengupahan kuli angkut barang, ada kesepakatan 
dalam menentukan harga yang akan diberikan pengunjung pasar 
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 (konsumen) atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh kuli angkut barang. 
Hal  ini dilakukan terlebih dahulu sebelum kuli angkut melakukan 
pekerjaanya, Kesepakatan mengenai harga memberi upah kuli itu umum 
nya dipasar ini, Kisaran Rp.5000 s/d Rp.15.000, sesuai dengan barang 
belanjaan
101
. Namun ada beberapa kuli yang langsung harga terhadap 
besaran upahnya dalam membawakan barang
102
. Jika harga yang diharus 
diberikan itu tidak sesuai maka ada penawaran harga terlebih dahulu, 
apabila tidak sesuai dengan pekerjaanya yang akan dilakukan
103
.  
Terkadang ada oknum kuli angkut yang memaksakan mengenai 
harganya, pada saat barang sudah di angkut sampai ketempat yang 
ditentukan, pengunjung dipaksa untuk membayar yang tidak sesuai dengan 
jumlah barang bawaan, penolakan dari pengunjung pasar membuat kuli 
marah. Akhirnya pengunjung pasar dengan terpaksa mengikuti apa 
keinginan kuli angkut tersebut
104
. 
Berdasarkan hasil wawancara terhadap konsumen pasar di 
Simpang Sribhawono, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Mayoritas pengunjung Pasar Simpang Sribhawono mengetahui dengan 
adanya kuli angkut barang. 
2. Praktik kuli angkut di Pasar Simpang Sribhawono, biasanya ada 
permintaan dari pengunjung langsung, akan tetapi ada beberapa oknum 
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 kuli yang tanpa adanya permintaan, langsung membawa barang 
belanjaan yang sifatnya memaksa, main angkut tanpa ada suruhan. 
3. Praktik kuli angkut Praktik kuli angkut di Pasar Simpang Sribhawono 
membawakan barang-barang belanjaan ke tempat yang punya 
belanjaan. Biasanya kuli angkut barang membawakan barang-barang 
bawaan ke kendaraan pengunjung pasar. Setelah sampai ke kendaraan 
langsung membayar upahnya. 
4. Mengenai besaran upah itu tidak terjadi kesepakatan, menurut 
pengunjung pasar, upah yang dibayarkan tergantung banyaknya barang 
dan jauh dekatnya jarak pengantaran barang. 
5. Mengenai upah adakalanya kuli meminta upah yang sesuai 
keinginannya tidak sesuai dengan pekerjaannya, tetapi pengunjung ada 
kalanya yang menawar harganya jika upahnya terlalu mahal dan ada 
yang terpaksa memberinya sesuai permintaan kuli karena untuk 
menghindari perdebatan.  
Hasil wawancara kepada kuli angkut barang di Pasar Simpang 
Sribhawono menyebutkan bahwasanya mayoritas kuli angkut barang di 
Pasar telah mengetahui tugas sebagai kuli angkut yaitu untuk 
membantu pengunjung pasar dalam membawa barang belanjaan 
ketempat yang dituju oleh pengunjung
105
. 
Mengenai Praktik kuli angkut barang yang terjadi di Pasar 
Simpang Sribhawono, dengan membawakan barang belanjaan para 
pengujung pasar, yang mana barang belanjaan lumayan cukup berat 
                                                             
105. Joni, Wawancara, Pasar Simpang Sribhawono, 27 Maret 2019  
 dan banyak
106
. Biasanya membawakan barangan, atas permintaan 
pengujung pasar untuk membantu membawakan barang belanjaanya ke 
tempat yang dituju oleh pengunjung pasar
107
. Terkadang menawarkan 
jasa kepada pengunjung pasar
108
. Tawaran ini muncul ketika melihat 
seorang pengujung pasar kesulitan membawa barang belanjaan, kuli 
sering menawarkan jasa untuk membawakanya ketempat tujuan
109
. 
Sebelum mengangkut barang ada kesepakatan terlebih dahulu
110
, 
kemudian cara menentukan besaran upah tidak ada ketentuan-
ketentuan dalam menentukan harga, langsung kesekapakatan 
dilapangan, apabila sesuai harganya dan sepakat barang langsung 
diangkat ketempat tujuan
111
. 
Mengenai pengupahan kuli angkut barang pengunjung pasar yang 
menawar upah yang harus dikeluarkan untuk membayar jasa kuli 
angkut
112
. 
Berdasarkan hasil wawancara terhadap kuli angkut barang di 
Simpang Sribhawono yaitu sebagai berikut: 
1. Mayoritas kuli angkut barang telah mengetahui tugasnya, yaitu untuk 
membantu pengunjung dalam membawa barang-barang belanjaan ke 
tempat yang pengunjung arahkan. 
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 2. Praktik kuli angkut di Pasar Simpang Sribhawono, biasanya ada 
permintaan dari orang yang butuh langsung, akan tetapi ada beberapa 
oknum kuli angkut yang tanpa menawarkan jasa  kepada pengunjung 
langsung membawa barang belanjaan, secara sepihak tanpa ada akad 
diawal. 
3. Praktik kuli angkut Praktik kuli angkut barang di Pasar Simpang 
Sribhawono membawakan barang-barang belanjaan ke tempat yang 
punya belanjaan. Biasanya kuli angkut barang membawakan barang-
barang bawaan ke kendaraan pengunjung pasar. Setelah sampai ke 
kendaraan langsung membayar upahnya. 
4. Mengenai besaran upah itu tidak terjadi kesepakatan, menurut kuli 
angkut, upah yang dibayarkan tergantung banyaknya barang dan jauh 
dekatnya jarak pengantaran barang, tetapi pengunjung ada kalanya 
yang menawar harganya tanpa memperhatikan kerja kuli angkut 
barang. Asal tawaran pengunjung pasar sudah sebanding dengan kerja 
kuli angkut barang yang telah membawakan barang, maka yaa diambil 
saja. 
 BAB IV 
ANALISIS DATA 
 
A. Praktik Lapangan Akad Kuli Angkut Barang di Pasar Simpang 
Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur 
 
Akad kuli angkut barang adalah salah satu kegiatan yang terjadi di 
Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur, yang mana kegiatan itu 
merupakan salah satu ladang pencaharian sebagian masyarakat sekitar 
pasar maupun luar pasar. Sebelum adanya kegiatan mu‟amalah maka akan 
diawali dengan akad. Akad menurut ulama‟ fiqh adalah perikatan yang 
ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan ketentuan syara‟ yang 
berdampak pada objeknya. 
Akad adalah persetujuan untuk memulai suatu perikatan, dalam 
penelitian ini adalah perikatan sewa-menyewa jasa antara konsumen 
(pengunjung pasar) kepada penyedia jasa angkut barang (kuli angkut 
barang) di Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur. Sebelum adanya 
praktik kuli angkut barang di Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur 
maka konsumen (pengunjung pasar) dan penyedia jasa angkut barang (kuli 
angkut barang) melakukan akad untuk melaksanakan sewa-menyewa jasa 
angkut barang. Adapun di Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur 
mayoritas dalam melaksanakan sewa menyewa jasa telah melaksanakan 
akad terlebih dahulu.  
Suatu kegiatan muamalah akadnya sah apabila memenuhi rukun 
akad, yaitu „Ᾱqid (orang yang berakad), Ma‟qūd „alaih (sesuatu yang 
diakadkan), dan Shighat al-„aqd (ijab dan kabul), yang mana didalam akad 
sewa jasa di Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur telah lengkap 
 yaitu adanya 2 orang „aqaid yang berakad, adanya objek akad yaitu berupa 
jasa angkut barang, Ma‟qūd „alaih nya berupa proses penyelesaian 
pekerjaan kuli angkut barang, serta kejelasan transaksi akad berupa sewa 
menyewa jasa angkut, dan Shighat al-„aqd yaitu berupa peretujuan para 
pihak, dalam hal ini adalah konsumen dan kuli. 
Sewa menyewa dalam Islam adalah ijārah. Menurut ulama‟ 
Asyafi‟iyah, ijārah adalah Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung 
maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan 
dengan pengganti tertentu. 
Sewa menyewa atau ijārah dalam penelitian ini berupa sewa 
menyewa jasa dari penyedia jasa yaitu kuli angkut barang, untuk 
mengangkut barang belanjaan konsumen (pengunjung pasar) ke tempat 
yang akan dituju oleh konsumen. 
Rukun ijārah diantaranya „Ᾱqid  (orang yang berakad) yang terdiri 
dari Mu‟jir adalah orang yang menyewakan dalam penelitian ini adalah 
kuli angkut barang, musta‟jir adalah orang yang menyewa jasa dalam 
penelitian ini adalah konsumen. Kemudian Shighat (ijab kabul) berupa 
pernyataan dari kedua belah pihak penyedia jasa dengan penyewa jasa 
yang akad perjanjian, yakni barang atau benda yang disewakan yaitu 
berupa sewa jasa angkut barang. Dan yang terakhir Ujrah yakni upah  atau 
imbalan sebagai bayaran  (upah) yang diberikan oleh konsumen kepada 
kuli ketika pekerjaanya telah diselesaikan. 
Pelaksanaan penunaian kewajiban kuli angkut barang kepada 
konsumen yaitu dengan cara membawakan barang yang di sepakati untuk 
 dibawakan oleh penyedia jasa angkut (kuli barang) ke lokasi yang telah 
ditentukan oleh konsumen (pengunjung pasar). 
Adapun tanggung jawab penyedia jasa yaitu menjaga barang yang 
menjadi objek dari perikatan yaitu berupa barang-barang belanjaan 
konsumen yang diperoleh dari Pasar Simpang Sribhawono, dan 
mengantarkan barang-barang tersebut ketempat yang konsumen arahkan. 
Setelah sampai pada tempat yang diarahkan maka tugas penyedia 
jasa telah selesai, dengan selesainya pekerjaan yang menjadi kewajiban 
yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa yaitu kuli, maka kuli berhak 
mendapatkan haknya yaitu berupa upah. Upah dalam Islam biasa disebut 
dengan ujrah, yang mana upah harus diberikan ketika pekerjaan yang 
tercantum didalam akad telah selesai dikerjakan. 
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kuli Angkut Barang di Pasar 
Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung 
Timur 
Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan pada 
dasarnya manusia akan membutuhkan orang lain untuk saling tolong 
menolong. Salah satu bentuk dari tolong menolong antar sesama dalam 
memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan cara bermuamalah. 
Bermuamalah yang diterapkan di kehidupan sehari-hari harus sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum syara‟ sehingga dapat 
mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tujuan dari asas 
bermuamalah. 
Hukum setiap kegiatan muamalah adalah diperbolehkan. Hal ini 
sesuai dengan prinsip umum muamalah yang pertama yaitu “Pada 
dasarnya, segala bentuk kegiatan bermuamalah adalah boleh sampai 
 ditemukan dalil yang melarangnya” Ini artinya, selama tidak ada dalil yang 
melarang suatu jenis kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan yang dimana mementingkan kepentingan sepihak saja, maka 
muamalah itu dibolehkan (mubah). Berkaitannya dengan muamalah, 
pelaksanaannya diserahkan kepada pihak yang ingin melakukannya sesuai 
dengan prinsip-prinsip agama.  
Pada prinsip umum muamalah yang kedua yaitu “Hukum dasar 
syarat-syarat dalam muamalah adalah halal”. Pada prinsip yang kedua 
memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk memgembangkan model 
dalam muamalah, baik dalam akad maupun produknya. Umat Islam diberi 
kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, 
namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu 
pihak yang melakukan transaksi.  
Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang terdapat di Pasar 
Simpang Sribhawono, Lampung Timur. Konsumen (pengunjung pasar) 
dan penyedia jasa angkut barang (kuli angkut barang) melakukan akad 
untuk melaksanakan sewa-menyewa jasa angkut barang. Sewa-menyewa 
dalam Islam disebut sebagai ijārah yang berarti Menurut bahasa kata 
ijārah berasal dari kata “al-ajru”yang berarti “al-iwadu” (ganti) dan oleh 
sebab itu “ath-thawab”atau (pahala) dinamakan ajru (upah).  
Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/ DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Pembiayaan, Ijārah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu 
barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, 
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Praktik 
 sewa-menyewa jasa angkut barang semacam ini merupakan salah satu 
kegiatan yang sering terjadi di Pasar Simpang Sribhawono, yang mana 
kegiatan tersebut merupakan salah satu ladang pencaharian sebagian 
masyarakat sekitar pasar maupun luar pasar dan juga dapat membantu 
membawakan barang belanjaan konsumen yang dibawakan oleh penyedia 
jasa angkut (kuli barang) ke lokasi yang telah ditentukan oleh konsumen 
(pengunjung pasar). 
Suatu kegiatan muamalah akadnya sah apabila memenuhi rukun 
akad, yaitu „Aqaid (orang yang berakad), Ma‟qūd „alaih (sesuatu yang 
diakadkan), dan Shighat al-„aqd (ijab dan kabul),  yang mana didalam 
akad sewa jasa di Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur telah 
lengkap yaitu adanya 2 orang aqaid yang berakad, adanya objek akad yaitu 
berupa jasa angkut barang, Ma‟qūd „alaih nya berupa proses penyelesaian 
pekerjaan kuli angkut barang,  serta kejelasan transaksi akad berupa sewa 
menyewa jasa angkut, dan shighot yaitu berupa peretujuan para pihak.  
Menurut Syamsul Anwar. akad adalah pertemuan ijab dan kabul 
sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu 
akibat hukum pada objeknya, namun ada beberapa oknum pekerjaan kuli 
angkut barang yang tidak menghiraukan hal dan tidak sesuai dengan asas 
yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan 
bagi mereka yang tidak boleh menimbulkan kerugian (mudhᾱrat) atau 
keadaan memberatkan.  
Hal-hal yang membuat tidak sah suatu perikatan yang dilakukan 
oleh oknum pekerjaan kuli angkut barang yang tidak memperhatikan hal 
 terpenting dalam berakad, yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang 
pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan 
akad, sedangkan kabul adalah peryataan pihak kedua untuk menerimanya. 
Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya 
sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli 
sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukan 
kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. 
Tindakan yang dilakukan oleh oknum pekerjaan kuli angkut barang 
dapat dikatakan melakukan kegiatan akad secara sepihak yang memaksa 
membawakan barang belanjaan, membuat konsumen (pengunjung pasar) 
yang pada akhirnya timbul keterpaksaan. 
Berdasarkan uraian diatas, bahwa praktik akad kuli angkut barang 
di Pasar Simpang Sribhawono tidak sesuai dengan hukum Islam, karena 
pada praktiknya mayoritas pengunjung Pasar dan kuli angkut barang tidak 
melaksanakan akad atau kesepakatan sebelum memulai pekerjaannya 
sebagai kuli angkut barang, sebagaimana syarat sah suatu perikatan adalah 
dengan adanya kesepakatan dan tidak ada unsur keterpaksaan. 
Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S. An-Nisᾱ‟ (4); 29): 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisᾱ‟ (4); 29). 
 Hukum Islam, mengenai hal muamalah harus didasari atas dasar 
suka sama suka dan saling merelakan, dengan adanya dasar suka sama 
suka dan tanpa adanya paksaan maka akan timbul kemashlahatan diantara 
pihak yang melakukan perikatan, yaitu dalam hal ini kuli dan pengunjung 
pasar di Pasar Simpang Sribhawono. 
Najamuddin At-Thufi menjelaskan lebih lanjut mengenai dasar 
bermuamalah, bahwasanya dasar hukum tertinggi dalam bermuamalah 
adalah kemashlahatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh kuli angkut 
barang dan pengunjung pasar dipasar simpang Sribhawono dalam 
melaksanakan sewa menyewa jasa telah melaksanakan akad terlebih 
dahulu, namun ada sebagian kecil oknum kuli angkut barang yang 
melaksanakan tanpa diawali akad diawal atau dengan cara memaksa 
kepada konsumen (pengunjung pasar) untuk mengawali perkerjaanya, 
sehingga terciptanya batalnya perikatan daan hilangnya kemashlahatan 
dalam perikatan antara kuli dan pengunjung pasar, yaitu kemaslahatan 
dalam hal memelihara harta atau Hifdzul Māl.  
 
 BAB V  
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis hukum tentang 
terhadap akad kuli angkut barang di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan 
Bandar Sribhawono Lampung Timur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Sebelum adanya praktik perikatan sewa-menyewa jasa antara konsumen 
(pengunjung pasar) kepada penyedia jasa angkut barang (kuli angkut 
barang) di Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur, kuli angkut 
barang melakukan akad untuk melaksanakan sewa-menyewa jasa angkut 
barang terhadap konsumen (pengunjung pasar). Adapun di Pasar 
Simpang Sribhawono, Lampung Timur mayoritas dalam melaksanakan 
sewa menyewa jasa telah melaksanakan akad terlebih dahulu. 
2. Tinjauan hukum Islam tentang  akad  kuli angkut barang yang dilakukan 
oleh konsumen (pengunjung pasar) kepada penyedia jasa angkut barang 
(kuli angkut barang) di Pasar Simpang Sribhawono sesuai dengan syarat-
syarat akadnya terpenuhi, maka sesuai dengan analisis uraian pada alenia 
sebelumnya, dalam hal ini sesuai dengan hukum Islam, namun ada 
sebagian kecil oknum kuli angkut barang yang melaksanakan tanpa 
diawali akad diawal atau dengan cara memaksa kepada konsumen 
(pengunjung pasar) untuk mengawali perkerjaanya, membuat konsumen 
(pengunjung pasar) yang pada akhirnya timbul keterpaksaan. Hal ini 
belum sesuai menurut hukum Islam khususnya pada akad perjanjiannya 
 dimana terdapat unsur pemaksaan secara sepihak yang salah satu pihak 
merasa keberatan (pengunjung pasar) diawal akad perjanjian. 
B.  Saran 
 Berdasarkan praktik yang terjadi di Pasar Simpang Sribhawono, maka 
dapat disimpulkan bahwa tidak sesuai dengan hukum Islam  dengan adanya 
tindakan yang dilakukan oleh oknum penyedia jasa angkut (kuli barang) 
tentang pemaksaan kepada konsumen (pengunjung pasar) di Pasar Simpang 
Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur hukumnya 
adalah tidak boleh, maka diperlukan beberapa saran antara lain sebagai 
berikut: 
1. Seharusnya para penyedia jasa angkut (kuli barang) dan konsumen 
(pengunjung pasar) memahami tentang akad sewa-menyewa berupa jasa   
dan memahami tentang syarat-syarat akad dalam hukum Islam dan harus 
ada kesepakatan hal ini untuk menghindari perselisihan dari kedua belah 
pihak. 
2. Seharusnya akad awal yang dilakukan oleh penyedia jasa angkut (kuli 
barang) tentang pemaksaan kepada konsumen (pengunjung pasar) di 
Pasar Simpang Sribhawono harus memiliki unsur keridhaan yang 
setandain dengan adanya kesepakatan diawal, antara penyedia jasa 
dengann konsumen (pengunjung pasar) dalam kegiatan membawakan 
barang sesuai dengan syarat dan rukun dalam melakukan akad sewa 
menyewaan jasa, yang berakhir Ujrah yakni upah  atau imbalan sebagai 
bayaran (upah) yang diberikan oleh konsumen kepada kuli ketika 
pekerjaanya telah diselesaikan.  
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